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PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Peaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilaksanakan di
CV.Chisel dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada kontrak /
kesepakatan kerja dimana didalam kesepakatan kerja tersebut terdapat
pasa yang menerangkan mengenai ketentuan  pengangkatan dan
jangka waktu, besarnya gaji, hari dan jam kerja, kewajiban pihak kedua,
dan pengakhiran kesepakatan. Apabila pekerja tidak mematuhi peraturan
tersebut / wanprestasi maka pihak pertama dapat melakukan PHK terhadap
pihak kedua ( pekerja ). Namun dalam praktiknya PHK di CV Chisd
tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan dan dalam pelaksanaanya

tidak sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

2. dasan / faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya PHK di CV Chisel
adalah para pekerja melakukan wanprestasi / pelanggaran terhadap
peraturan perusahaan dan kontrak / kesepakatan kerja yang telah
disepakati antara pihak CV Chisel dengan pekerja. Pelanggaran yang

sering terjadi adalah pekerjatidak masuk 3 (tiga) hari berturut-turut.
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B. Saran
1. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengena ketentuan wanprestasi
didalam perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara
CV.Chisel dengan pihak pekerja.
2. Perlunya adanya pembuatan tata tertib dan perjanjian kerja yang merujuk
pada ketentuan Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan Keputusan

Menteri Tenaga Kerja No.150/Men/2000.
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